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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

saat ini kebutuhan akan informasi sangatlah penting bagi semua

lembaga, tidak terkecuali lembaga pemerintahan. Tantangan terbesar
bagi pemerintah, adalah bagaimana menciptakan perangkat negara yang
profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, berkompeten dalam
melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat bekerja secara maksimal dalam
memberikan pelayanan untuk masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik
diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana diamanatkan oleh
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat,

Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat merupakan salah
satu tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan,
sebagai salah satu indikator pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pemantauan secara terus menerus
terhadap pelayanan publik agar pelayanan yang diterima oleh masyarakat
sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu tindakan yang harus dilakukan penyelenggara pelayanan publik
untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima pelayanan adalah dengan
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Beberapa hal yang melandasi perlunya dilakukan survei kepuasan
masyarakat adalah untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari unit
penyelenggara pelayanan publik, mengukur secara berkala penyelenggaraan
pelayanan yang telah dilaksanakan, dan sebagai bahan penetapan kebijakan
yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan
sebagai umpan balik dan peran serta aktif keterlibatan masyarakat dalam
mengawasi pelaksanaan penyelengaraan pelayanan publik untuk
memperbaiki layanan.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan
Publik untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Mengacu pada hal
tersebut, maka Balai PPMHKP Jayapura telah melakukan pengukuran
terhadap pelayanan di Balai PPMHKP Jayapura dengan menjalankan Survei
Kepuasaan Masyarakat (SKM). Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017, survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran
secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
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pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) di Balai PPMHKP Jayapura diharapkan dapat
menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu
diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Balai PPMHKP
Jayapura.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasaan Masyarakat di Balai PPMHKP Jayapura
dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa pelayanan publik bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat
dengan penyelenggara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
publik.

2. Pasal 4 mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai acuan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Pasal 15 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam pemberian
masukan dan penilaian terhadap kinerja pelayanan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

1. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala.

2. Pasal 7 mengatur tentang penyelenggaraan survei kepuasan
masyarakat sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelayanan publik.

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik:

» Pedoman ini memberikan kerangka dan langkah-langkah teknis dalam
penyusunan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, termasuk
metode survei, instrumen survei, analisis data, dan pelaporan hasil
survei.

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelayanan Publik:

* Permenpan ini memperbarui pedoman sebelumnya dan memberikan

panduan lebih rinci tentang pelaksanaan evaluasi pelayanan publik,
termasuk penggunaan SKM sebagai salah satu instrumen evaluasi.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya Survei Kepuasan Masyarakat:

1.

Mengukur Tingkat Kepuasan. Maksud utama SKM adalah untuk
mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kualitas
layanan yang diberikan oleh Balai PPMHKP Jayapura.

Mengidentifikasi Masalah dan Kelemahan. SKM membantu
mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam penyelenggaraan
layanan publik, baik dari segi prosedur, waktu pelayanan, biaya, kualitas,
maupun aspek lainnya yang mempengaruhi pengalaman masyarakat.
Meningkatkan Kualitas Layanan. Hasil dari SKM digunakan sebagai
dasar untuk merumuskan strategi perbaikan dan peningkatan kualitas
layanan, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih responsif terhadap
kebutuhan dan harapan masyarakat.

Memfasilitasi Pengambilan Keputusan. Data yang diperoleh dari SKM
memberikan informasi yang diperlukan bagi pembuat kebijakan untuk
mengambil keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan Balai KIPM Jayapura.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. SKM membantu
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Balai PPMHKP Jayapura
dalam penyelenggaraan layanan, dengan memperlihatkan hasil evaluasi
langsung dari perspektif pengguna layanan.



BAB Il PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP

Balai PPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei

Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura adalah tim
yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Tahun 2026

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui linkb

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27 yang disebarkan kepada pengguna layanan.

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Jayapura yaitu :

1.

Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan.

Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan.

Biayal/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan

antara penyelenggara dan masyarakat.


https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan
adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan
dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana

untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan

pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner
dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link
kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif
melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang
bersangkutan. Survei kepuasan masyarakat juga dilakukan dengan cara
menyebarkan formulir kuesioner melalui website atau alamat:

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27 ada saat pengunjung menerima pelayanan

dan link disebar melalui media sosial grup Whatsapp Pelayanan Balai
PPMHKP Jayapura.


https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu
(periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan L
Hari kerja
1 | Persiapan Desember 2025 8
3 Pengolahan Data dan Maret 2026 7
Analisis Hasil
4 Penyusunan dan April 2026 7
Pelaporan Hasil

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan (BPPMHKP)
Jayapura periode survei sebelumnya.

Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan | tahun 2026,
maka populasi penerima layanan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura dalam kurun waktu triwulan |

tahun 2026 adalah sebanyak 5 orang.



BAB Il HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima
layanan yang diperoleh yaitu 5 orang responden, dengan rincian sebagai

berikut:
No | Karakteristik Indikator Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin | Laki-Laki 3 60%
Perempuan 2 40%
2 Usia <25 0 0%
25-45 5 100%
46-60 0 0%
>60 0 0%
3 Pendidikan SD 0 0%
SMP 0 0%
SMA 3 60%
D3 2 40%
S1 0 0%
S2 0 0%
S3 0 0%
4 Pekerjaan ASN 0 0%
TNI/POLRI 0 0%
Pelaku Usaha KKP 3 58,33%
Pegawai Swasta 2 33,33%
Wirausaha Non KKP 0 0%
Pelajar/Mahasiswa 0 0%
5 Jenis Layanan | Penjaminan Penerapan
Program  Manajemen  Mutu
Terpadu/Hazard Analysis and 1 20%
Critical Control Point (PMMT/
HACCP)
Penerbitan Nomor Registrasi
Unit Pengolahan Ikan ke Negara 0 0%
Mitra (Approval Number)
Penjaminan kesehatan ikan,
mutu, dan keamanan hasil 1 20%

perikanan (Health Certificate for




No | Karakteristik

Indikator

Jumlah

Persentase

Fish and Fishery
Products) untuk  pengeluaran
dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Ekspor)

Jasa pengujian hama penyakit
ikan karantina, mutu, dan
keamanan hasil perikanan, serta
kualitas air

0%

Penerbitan Sertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP)

60%

Penerbitan Sertifikat Penerapan
Distribusi lkan

0%

Penerbitan  Sertifikat  Cara
Penanganan lkan Yang Baik

0%

Penerbitan  Sertifikat  Cara
Pembenihan Ikan Yang Baik

0%

Penerbitan Sertifikat Cara Budi
Daya lkan Yang Baik

0%

Penerbitan  Sertifikat  Cara
Pembuatan Pakan lkan Yang
Baik

0%

Penerbitan Sertifikat Cara
Pembuatan Obat lkan Yang Baik

0%

Penerbitan Sertifikat Cara
Distribusi Obat Ikan Yang Baik

0%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Tabel 3.1 Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9
IKMPerUnsur | 35, | 4100 | 380 | 3.80 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.60
Kategori A A A A A A A A A
IKM Unit 94.44 (Sangat Baik)
Layanan




Gambar 3.1 Grafik Nilai SKM Per Unsur

Detail Nilai SKM Per Unsur




BAB IV ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa unsur
pelayanan vyaitu Persyaratan, Kompentensi dan Sarana prasarana
mendapatkan nilai yang sama yaitu 3,60, unsur Waktu, Perilaku dan
Pengaduan mendapatkan nilai yang sama yaitu 3,80, unsur Prosedur dan
Produk mendapatkan nilai Tertinggi yaitu 4,00.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk
melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh
beberapa saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam
pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. “Semangat dan tingkatkan ekspor.”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan sebagai berikut :
Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala

jaringan dan kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses sertifikasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut
Umumnya nilai rata-rata per unsur layanan sudah sesuai dengan
harapan, namun dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka tetap
perlu dilakukan peningkatan dari nilai baik menjadi sangat baik, sehingga
Balai PPMHKP Jayapura masih perlu melakukan improvisasi terhadap

kualitas layanannya.
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Rencana jadwal tindak lanjut perbaikan hasil SKM terhadap unsur pelayanan
dituangkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM Balai PPMHKPJayapura

No Prioritas Program/ LS Penanggung
Unsur Kegiatan | januari | Februari Maret Jawab
Sosialisasi Katimja
1 | Persyaratan | Persyaratan \/ Dukungan
Pelayanan Manajerial
Sosialisasi Katimja

Waktu Kejelasan
2 \/ Dukungan
Layanan | Waktu Manajerial

Layanan

e-learning

tentang
. pelayanan Katimja
3 Ppef’;:(':::a publik bagi Dukungan
para tim Manajerial

pelayanan

publik
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4.3 Tren Nilai SKM

S R v/

IKM TW 4 2025
Nilai SKM

m Nilai IKM

——z80___

IKMTW 12026
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BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat

Triwulan | tahun 2026 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Secara umum kualitas pelayanan Balai PPMHKP Jayapura
dipersepsikan “ Sangat Baik” oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Hasil
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh Triwulan | yaitu
94 .44 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 3,78.

Dari 9 unsur pelayanan umumnya Balai PPMHKP Jayapura memiliki
mutu layanan SANGAT BAIK.

Balai PPMHKP Jayapura harus mempertahankan kualitas mutu
pelayanan dan tetap berinovasi serta kreatif untuk pengelolaam mutu

pelayanan kepada masyarakat.

Jayapura, 01 April 2026

Plt. Kepala Balai PPMHKP Jayapura

N . Ditandatangani
H % Z Secara Elektronik
/‘:\ﬁl Qg

£ S

KL quran®”

Fitriah Haji Ali, S.St.Pi
NIP. 19800926 200212 2 008
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner Online

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Balai KIPM Jayapura

Data layanan

Pilih Layanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Anolysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCI
Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
Panarbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

kat Penerapan Distribusi tkan

kat Cara Penanganan Ikan Yang Baik

t Cara Pembenihan tkan Yang Baik

Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik

Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik

Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat lkan Yang Baik

Data Responden
Waktu Survey 17-Apr-2025 12:10
Nama
Jenis Usaha Perseorangan
Korporasi
Jenis Kelamin/Gender Pria/Laki laki
Wanita/Perempuan
Usia <25 Tahun 46 5/d 60 Tahun
25'5/d 45 Tahun > 60 Tahun
Pendidikan 50 s1
SMP 52
SMA s3
D3
Pekerjaan ASN Pegawai Swasta
TNIPOLRI Wirausaha Non KKP
Pelaku Usaha KKP Pelajar / Mahasiswa
Pertanyaan
1. Bagaimana penilaian Bapak/lbu tentang pelayanan yang harus dipenuhi dengan pelayanan yang
Sangat sesuai
Sesual
Kurang sesuai
Tidak sesuai
2. Bagaimana penilaian Bapak/iby mengenai prosedur yang dijalani untuk layanan?
Sangat Mudah
Mudah
Kurang mudah
Tidak mudah
3. Bagaimana penilaian Bapak/bu mengenai ian jang! ian pelayanan dengan yang
Sangat sesual
Sesual

Kurang sesual
Tiddak sesual

4, Bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai kesesualan blaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
Sangat sesuai
Sesuai
Kurang sesuai

Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesu

ian produk pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
Sangat sesuai

Sesual

Kurang sesuai

Tidak sesual

6. Bagaimana kecepatan respon hy konten, ian informasi, likasi sistem pelayanan yang diberikan?

Sangat Cepat
Cepat
Kurang cepat
Lambat

7. Bagaimana dal fitur pada aplikasi [ ?
Sangat Mudah
Mudah
Kurang mudah
Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengsduftindak lanjuty?
Sangat balk
Baik
Kurang baik
Tidak baik
9. Bagaimana penilaian Bapak/lbu tentang kualitas Isl/konten dar aplikasi sistem layanan?
Sangat baik
Baik
Kurang baik
Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telsh memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

Kritik dan Saran ) Harus diisi minimal 3 kata




Lampiran 2. Hasil Perhitungan Nilai Per Unsur Layanan

No

U1

u2

U3

u4

us U6

u7

us

U9

Ket

1

2
3
4

5

w | w |~ s

I I S I - -

B IS I N N N

L E L EES

LR EEES
w | w s~

w | w |~ B~

w | w |~ B~

w | w |~ B~

> Nilai Per
Unsur

Rata-Rata
Nilai Per
Unsur:)
Nilai Per
Unsur: Y
Kuesioner
yang terisi

3.60

4.00

3.80

3.80

4.00 | 3.60

3.80

3.80

3.60

Nilai Rata-rata

tertimbang per unsur

layanan

NRR
Tertimbang
per
unsur=NRR
per unsur x
0,11111

0.400

0.444

0.422

0.422

0.444| 0.400

0.422

0.422

0.400

> NRR
IKM
tertimbang

3,778

Lampiran 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

IKM Unit Pelayanan = } NRR
IKM tertimbang x 25

94.

44
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) Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Keterangan: S :
mutu pelayanan & Kinerja Unit Pelayanan
S | Nilai Interval Kinerja
ilai Interva
U1s/dug | Unsur Konversi Mutu Unit
Pelayanan IKM Pelayanan

IKM Pelayanan

NRR IKM Tertimbang 3,5324 -4 88,31- 100,00 A Sangat Baik
IKM Unit Pelayanan 3,5324 -4 88,31- 100,00 A Sangat Baik
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan SKM
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

saat ini kebutuhan akan informasi sangatlah penting bagi semua

lembaga, tidak terkecuali lembaga pemerintahan. Tantangan terbesar
bagi pemerintah, adalah bagaimana menciptakan perangkat negara yang
profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, berkompeten dalam
melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat bekerja secara maksimal dalam
memberikan pelayanan untuk masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik
diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan
perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana diamanatkan oleh
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat,

Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat merupakan salah
satu tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan,
sebagai salah satu indikator pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pemantauan secara terus menerus
terhadap pelayanan publik agar pelayanan yang diterima oleh masyarakat
sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu tindakan yang harus dilakukan penyelenggara pelayanan publik
untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima pelayanan adalah dengan
melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Beberapa hal yang melandasi perlunya dilakukan survei kepuasan
masyarakat adalah untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan dari unit
penyelenggara pelayanan publik, mengukur secara berkala penyelenggaraan
pelayanan yang telah dilaksanakan, dan sebagai bahan penetapan kebijakan
yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan
sebagai umpan balik dan peran serta aktif keterlibatan masyarakat dalam
mengawasi pelaksanaan penyelengaraan pelayanan publik untuk
memperbaiki layanan.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan
Publik untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Mengacu pada hal
tersebut, maka BPPMHKP Jayapura telah melakukan pengukuran terhadap
pelayanan di BPPMHKP Jayapuradengan menjalankan Survei Kepuasaan
Masyarakat (SKM). Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017,
survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara
komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas



pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) di Balai PPMHKP Jayapura diharapkan dapat
menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu
diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Balai PPMHKP
Jayapura.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasaan Masyarakat di Balai PPMHKP Jayapura
dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa pelayanan publik bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat
dengan penyelenggara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
publik.

2. Pasal 4 mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai acuan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Pasal 15 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam pemberian
masukan dan penilaian terhadap kinerja pelayanan.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

1. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala.

2. Pasal 7 mengatur tentang penyelenggaraan survei kepuasan
masyarakat sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelayanan publik.

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik:

» Pedoman ini memberikan kerangka dan langkah-langkah teknis dalam
penyusunan dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, termasuk
metode survei, instrumen survei, analisis data, dan pelaporan hasil
survei.

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelayanan Publik:

* Permenpan ini memperbarui pedoman sebelumnya dan memberikan

panduan lebih rinci tentang pelaksanaan evaluasi pelayanan publik,
termasuk penggunaan SKM sebagai salah satu instrumen evaluasi.



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya Survei Kepuasan Masyarakat:

6.

10.

Mengukur Tingkat Kepuasan. Maksud utama SKM adalah untuk
mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas dengan kualitas
layanan yang diberikan oleh Balai KIPM Jayapura.

Mengidentifikasi Masalah dan Kelemahan. SKM membantu
mengidentifikasi masalah dan kelemahan dalam penyelenggaraan
layanan publik, baik dari segi prosedur, waktu pelayanan, biaya, kualitas,
maupun aspek lainnya yang mempengaruhi pengalaman masyarakat.
Meningkatkan Kualitas Layanan. Hasil dari SKM digunakan sebagai
dasar untuk merumuskan strategi perbaikan dan peningkatan kualitas
layanan, sehingga layanan yang diberikan dapat lebih responsif terhadap
kebutuhan dan harapan masyarakat.

Memfasilitasi Pengambilan Keputusan. Data yang diperoleh dari SKM
memberikan informasi yang diperlukan bagi pembuat kebijakan untuk
mengambil keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan Balai KIPM Jayapura.

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. SKM membantu
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Balai PPMHKP Jayapura
dalam penyelenggaraan layanan, dengan memperlihatkan hasil

evaluasi langsung dari perspektif pengguna layanan.



BAB Il PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP
BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat. Tim pelaksana Survei

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura adalah tim yang
sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2025

2.2 Metode Pengumpulan Data
Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online melalui linkb

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27 yang disebarkan kepada pengguna layanan.

Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Jayapura yaitu :

10. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

11. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan
yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan.

12. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan.

13. Biayal/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat.


https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27

14. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan
adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

15. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang
harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan
dan pengalaman

16. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

17. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan,
saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.

18. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana

untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan

pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner
dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link
kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif
melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang
bersangkutan. Survei kepuasan masyarakat juga dilakukan dengan cara
menyebarkan formulir kuesioner melalui website atau alamat:

https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27 ada saat pengunjung menerima pelayanan

dan link disebar melalui media sosial grup Whatsapp Pelayanan Balai
PPMHKP Jayapura.


https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/27

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu

(periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan L
Hari kerja
Analisis Hasil
4 | Penyusunan dan Januari 2026 7
Pelaporan Hasil

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi

penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai

Karantina lkan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Jayapura

periode survei sebelumnya.

Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan | tahun 2025,

maka populasi penerima layanan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura dalam kurun waktu triwulan 1V

tahun 2025 adalah sebanyak 12 orang.




BAB Il HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima
layanan yang diperoleh yaitu 12 orang responden, dengan rincian sebagai

berikut:

No | Karakteristik Indikator Jumlah Persentase

1 Jenis Kelamin | Laki-Laki 9 75%
Perempuan 3 25%

2 Usia <25 0 0%
25-45 7 58,33%
46-60 5 41,66%
>60 0 0%

3 Pendidikan SD 0 0%
SMP 0 0%
SMA 6 50%
D3 1 8,33%
S1 4 33,33%
S2 1 8,33%
S3 0 0%

4 Pekerjaan ASN 1 8,33%
TNI/POLRI 0 0%
Pelaku Usaha KKP 7 58,33%
Pegawai Swasta 4 33,33%
Wirausaha Non KKP 0 0%
Pelajar/Mahasiswa 0 0%

5 Jenis Layanan | Penjaminan Penerapan
Program  Manajemen  Mutu
Terpadu/Hazard Analysis and 2 16,66%
Critical Control Point (PMMT/
HACCP)
Penerbitan Nomor Registrasi
Unit Pengolahan Ikan ke Negara 0 0%
Mitra (Approval Number)
Penjaminan kesehatan ikan,
mutu, dan keamanan hasil 1 8,33%

perikanan (Health Certificate for




No | Karakteristik

Indikator

Jumlah

Persentase

Fish and Fishery
Products) untuk  pengeluaran
dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Ekspor)

Jasa pengujian hama penyakit
ikan karantina, mutu, dan
keamanan hasil perikanan, serta
kualitas air

0%

Penerbitan Sertifikat Kelayakan
Pengolahan

41,66%

Penerbitan Sertifikat Penerapan
Distribusi lkan

0%

Penerbitan  Sertifikat  Cara
Penanganan lkan Yang Baik

33,33%

Penerbitan  Sertifikat  Cara
Pembenihan Ikan Yang Baik

0%

Penerbitan Sertifikat Cara Budi
Daya lkan Yang Baik

11

40.74%

Penerbitan  Sertifikat  Cara
Pembuatan Pakan lkan Yang
Baik

0%

Penerbitan Sertifikat Cara
Pembuatan Obat lkan Yang Baik

0%

Penerbitan Sertifikat Cara
Distribusi Obat Ikan Yang Baik

0%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Tabel 3.1 Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan

Ul | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9
IKMPerUnsur | 395 | 375 | 400 | 3.92 | 400 | 400 | 3.83 | 3.92 | 3.83
Kategori A A A A A A A A A
IKM Unit 90.69 (Sangat Baik)

Layanan




Gambar 3.1 Grafik Nilai SKM Per Unsur

Detail Nilai SKM Per Unsur




BAB IV ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa unsur
pelayanan yaitu Prosedur mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,75, unsur
Perilaku dan Sarana prasarana mendapatkan nilai yang sama yaitu 3,83, unsur
Persyaratan, Biaya dan Pengaduan mendapatkan nilai yang sama yaitu 3,92
dan unsur Waktu, Produk dan Komptensi mendapatkan nilai yang sama yaitu
4,00

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk
melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh
beberapa saran yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam
pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

2. “Semangat dan tingkatkan ekspor.”

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat
digambarkan sebagai berikut :
Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala

jaringan dan kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses sertifikasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut
Umumnya nilai rata-rata per unsur layanan sudah sesuai dengan
harapan, namun dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka tetap
perlu dilakukan peningkatan dari nilai baik menjadi sangat baik, sehingga
BPPMHKP Jayapura masih perlu melakukan improvisasi terhadap kualitas

layanannya.
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Rencana jadwal tindak lanjut perbaikan hasil SKM terhadap unsur pelayanan
dituangkan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM Balai KIPM Jayapura

- Prioritas Program/ Bulan Penanggung
Unsur SRR Oktober | November | Desember JaEs
Sosialisasi Katimja
1 | Persyaratan | Persyaratan \/ Dukungan
Pelayanan Manajerial
Sosialisasi Katimia
Waktu Kejelasan )
2 \/ Dukungan
Layanan Waktu Manaierial
Layanan J
e-learning
tentang
. pelayanan Katimja
Perilaku ; .
3 publik bagi \/ Dukungan
Pelaksana para tim Manajerial
pelayanan
publik

11




4.3 Tren Nilai SKM

030

IKM TW 3 2025
Nilai SKM

\IETRINY

3907

IKM TW 4 2025
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BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data Survei Kepuasan Masyarakat

Triwulan IV tahun 2025 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

3.

Secara umum kualitas pelayanan BPPMHKP Jayapura dipersepsikan
Sangat Baik” oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) yang diperoleh Triwulan IV yaitu 97.69 dengan Indeks
Kepuasan Masyarakat yaitu 3,907.

Dari 9 unsur pelayanan umumnya BPPMHKP Jayapura memiliki mutu
layanan SANGAT BAIK.

BPPMHKP Jayapura harus mempertahankan kualitas mutu pelayanan dan
tetap berinovasi serta kreatif untuk pengelolaam mutu pelayanan kepada

masyarakat.

Jayapura, 01 April 2026
Plt. Kepala Balai PPMHKP Jayapura

< L . Ditandatangani
:N\ ¥ J: secara Elektronik

Z,

2,

0 g
’P/% &
et ayTan®

Fitriah Haji Ali, S.St.Pi
NIP. 19800926 200212 2 008
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LAMPIRAN
Lampiran 5 Kuesioner Online

Survey Kepuasan Masyarakat
Unit : Balai KIPM Jayapura

Data layanan
Pilih Layanan Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Analysis and Critical Control HACCP)
Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)
Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certficate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, muty, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
Penerbitan Sertfikat Kolayakan Pengolahan
Penerbitan Sertfikat Penerapan Distribusi tkan
Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan kan Yang Baik
Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan tkan Yang Baik
Penerbitan Sertfikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan tkan Yar
Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat lkan Yang Baik
Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat tkan Yang Balk
Data Responden
Waktu Survey 17-Apr-2025 12:10
Nama
Jenis Usaha Perseorangan
Korporasi
Jenis Kelamin/Gender Pria/Lakilaki
WanitarPerempuan
Usia <25 Tahun 46 5/d 60 Tahun
255/d 45 Tahun > 60 Tahun
Pendidikan s0 H
SMP 52
SMA s3
D3
Pekerjaan AN Pegawai Swasta
TNUPOLRI Wirausaha Non KKP
Pelaku Usaha KKP Pelajar / Mahasiswa
Pertanyaan
1. Bagaimana penilaian Bapak/ibu pelayanan yang harus dipenuhi dengan tan pelayanan yang
Sangat sesual
Sesual
Kurang sesuai
Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai kemudahan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
Sangat Mudah
Mudah
Kurang mudah
Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/lbu menges ian jangka waktu ian pelayanan deng:
Sangat sesual
Sesual
Kurang sesual
Tidak sesual

4. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai kesesualan blaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
Sangat sesual
Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai

5. Bagamana pendapat Saudara tentang kesesualan produk pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
Sangat sesual
Sesuai
Kurang sesuai
Tidak sesual

6. Bagaimana kecepatan respon (membuka halaman, konten, f P pelayanan yang diberikan?
Sangat Cepat
Cepat
Kurang cepat
Lambat

7.8agaimana dalam fitur pada ap! layanan?
Sangat Mudah
Mudah
Kurang mudah
Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/lbu mengenai layanan konsultasi dan pengaduan yang tersedia (sarana pengaduan/kemudahan mengsduftindak lanjut)?
Sangat balk
Baik
Kurang baik
Tidak baik
9. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang kualltas Isi/konten dari aplikasi sistem layanan?
Sangat baik
Baik
Kurang baik
Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah pelayanan secara kap, lan penas

Keitk dan Saran ) Harus diisi minimal 3 kata




Lampiran 6. Hasil Perhitungan Nilai Per Unsur Layanan
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Lampiran 7. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

IKM Unit Pelayanan = ) NRR

IKM tertimbang x 25 9 7 . 69

. Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Keterangan: o .
mutu pelayanan & Kinerja Unit Pelayanan
ST | Nilai Interval Kinerja
ilai Interva
U1sidug | Unsur Konversi Mutu Unit
Pelayanan IKM Pelayanan

IKM Pelayanan

NRR IKM Tertimbang 3,5324 -4 88,31- 100,00 A Sangat Baik
IKM Unit Pelayanan 3,5324 -4 88,31- 100,00 A Sangat Baik




Lampiran 8. Dokumentasi Kegiatan SKM
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